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• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 
bukan sekadar bentuk pertanggung jawaban,  
tetapi juga sebagai tolak ukur dalam menilai 
ketepatan dalam menyasar target-target kerja 
yang ditetapkan. 

• Karena itu diperlukan perencanaan kinerja yang 
matang serta tolak ukur penilaian yang 
transparan dan professional guna meningkatkan 
optimalisasi hasil kinerja yang kemudian 
dilaporkan dalam LKjIP.
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 Hasil penelitian ahli perencanaan strategis menyimpulkan bahwa

44% dari semua inisiatif strategis tidak tercapai ?

FAKTOR PENYEBAB UTAMA ADALAH :

Ada jarak antara strategi ( Program) dan pelaksanaan strategi (Kegiatan/output),

sehingga untuk memastikan organisasi mencapai Sasaran Strategis itu melalui

Cascade, karena dengan cascade tempat kita untuk dapat merencanakan,

menurunkan, mengelola dan mencapai tujuan strategis organisasi.



Inti Akuntabilitas Kinerja :

KINERJA YANG 

DIRENCANAKAN

KINERJA YANG 

DIPERJANJIKAN

KINERJA YANG 

DILAKSANAKAN

KINERJA YANG 

DILAPORKAN

KINERJA YANG 

DIEVALUASI

 Clarity about objectives
Outcomes

 Link between objectives and means

Outputs, processes and inputs 

 Information on results
Performance indicators SMART

 Targets for results
Measurable & Logic

Renc Jk 

MenengahR

PJM Renstra

Renc Jk Thn

RKP, Renja  

RKA

Perjanjian Kinerja

DIPA 

Monev Berkala 

(3bln)

Lap Kinerja

Evaluasi Kinerja

Keselarasan (Aligment)
:

Berorientasi Hasil (Outcome)





PERJANJIAN KINERJA PADA BERBAGAI TINGKATAN

Pimpinan Kementerian / Lembaga

Pimpinan Unit Kerja

(Eselon 1)

Pimpinan Satuan Kerja

Kepala Daerah

Kepala  OPD

KEMENTERIAN / LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH

Perjanjian Kinerja disampaikan paling lambat 1 bulan setelah DIPA/DPA 

disahkan

Diperluas sesuai 

kebijakan pemda



TUJUAN PERJANJIAN KINERJA
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Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

Wujud nyata komitmen;

Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi;

Dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
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DANA DEKONSENTRASI
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• Dibuat PK antara unit organisasi K/L dengan OPD

• PK tersebut menjadi bagian dari PK antara Kepala 

Daerah dengan OPD

• Lapkin OPD yang menerima Dana Dekonsentrasi 

disampaikan kepada K/L pemberi Dana 

Dekonsentrasi (cq. unit organisasi terkait selain 

Kepala Daerah)

• Dana dekon kadang baru turun akhir tahun, PK 

direvisi atau ditambahkan





LAPORAN KINERJA
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INSTANSI PEMERINTAH

TUGAS DAN FUNGSI

ANGGARAN

AKUNTABILITAS / 

PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN KINERJA

Pengukuran Capaian  Kinerja Evaluasi dan analisa



FORMAT   LAPORAN KINERJA

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikanringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 

yang bersangkutan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan 

standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi 

yang telah dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 



B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya

Lampiran: 

1) Perjanjian Kinerja 

2) Lain-lain yang dianggap perlu 




